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PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam
Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan
Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Daerah Tahun
2024,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 242);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan. . .



Menetapkan :

10.

11.

12.

-8

Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan
Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

2.

Daerah adalah Kota Batam.
Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .
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Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan program dan kegiatan Perangkat
Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan  Perangkat Daerah  serta  rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABII
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABL PENDAHULUAN;

b. BABII. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II,

c. BABII. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH;

d. BABIV. PENUTUP.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .
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Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan,
indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu
indikatif.

Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal § Aevsrs 202
WALI KOTA BATAM
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal & AeusTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 500



PERUBAHAN RENJA 2024 ..

BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas
perkenannya Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) dapat menyelesaikan Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2024, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah sebagai pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) untuk Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, dokumen Perubahan Renja ini dapat dijadikan dasar
dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapelitbangda dalam rangka
akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar
dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapelitbangda dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran.

Bapelitbangda Kota Batam | i
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Akhir kata, semoga perubahan renja ini bermanfaat dan dapat
digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Tahun 2024 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan
sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di
Kota Batam.

Batam, 26 Juli 2024

Kepala Badan Perencaanaan dan
Penelitian Pengembangan
Pembangunan Daerah

Bapelitbangda Kota Batam | ii
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja
perangkat daerah disusun dalam rangka penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah,
terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Perubahan Rencana Kerja Bapelibangda Kota Batam
merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Kota Batam
Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 yang disusun
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2024
merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2024 tentang

Bapelitbangda Kota Batam | 1
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1.2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam
Tahun 2024.Dalam perjalanan kegiatan terdapat dinamika
yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus
dilakukan perubahan berdasarkan dari hasil evaluasi triwulan

II tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan

perkembangan dan keadaan yang mendasar yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan

sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan

(RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan (APBD-P) Kota Batam

Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam
menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-

PD) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Bapelitbangda Kota Batam | 2
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2022 tentang, hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2013 Nomor 2,tambahan lembaran Daerah
Kota Batam Nomor 87);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomorl21);

Bapelitbangda Kota Batam | 3



Perubahan Renja Bapelitbangda | 2024

8. Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2022 tentang
Rencana Strategis Perangkat Badan Perencanaan dan
Penelitian Pengembangan (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2022 Nomor 1072);

9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2023 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di
Lingkungan Badan Perencanaan dan Penelitian
Pengembangan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota
Batam Tahun 2023 Nomor 1159).

10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam
Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor
1424);

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan
antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi
berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Bapelitbangda

Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan
Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan Tahun 2024;

2. sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan
dilaksanakan oleh Bapelitbangda Tahun 2024 sesuai tugas
pokok dan fungsinya;

3. sebagai sarana pengendalian perubahan program dan
kegiatan tahun 2024,

4. sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan
serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Perubahan.

Bapelitbangda Kota Batam | 4
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1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan

Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan
Recana kerja Badan Perencanaan dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam,
agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik antara lain:

1. Latar Belakang;

2. Landasan Hukum;

3. Maksud dan Tujuan;

4. Sistematika Penulisan.

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi
Renja Badan Perencanaan dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam
Tahun 2024, antara lain: evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024, capaian
Renstra perangkat daerah, Analisis Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah .

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan
dalam perubahan rencana kerja Bapelitbangda tahun
2024.
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BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu
mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya,

kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN

II TAHUN 2024

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana

pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja PD dengan

mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui

efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan

kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja
Bapelitbangda sampai pada triwulan II tahun 2024, serta
sebagai sarana perbaikan kinerja Bapelitbangda pada masa
yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar
penyelenggaran program dan kegiatan Bapelitbangda Kota
Batam Tahun Anggaran 2024. Sesuai APBD Tahun Anggaran
2024, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar
Rp.17.652.097.070,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 17.387.086.070,- dengan
uraian sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 12.958.083.374,-
b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 4.429.002.696,-

2. Belanja Modal sebesar Rp.265.011.00,-

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran
untuk kegiatan sehari-hari Bapelitbangda yang memberi
manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai dan belanja
barang/jasa. Sedangkan Belanja modal merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi, seperti belanja mebeleur dan komputer.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Bapelitbangda pada APBD TA. 2024 terdiri dari 4 program, 15
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kegiatan dan 35 sub kegiatan. Hasil pencapaian kinerja Renja
dan Renstra Bapelitbangda Tahun Anggaran 2024

sebagaimana tabel dibawah:
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